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keterangan: Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan
Pengadilan Agama Wonosari

PUTUSAN
Nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno

RS I TN gre——
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman
Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan nikah
antara:

Penggugat, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
PNS,

tempat tinggal di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul,
sebagai"Penggugat”,
Melawan
Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa
Tengah, sebagai "Tergugat";
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo |, yang
beralamat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa

Tengah, sebagai "Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan
memeriksa alat-alatbukti di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal

07 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari
Nomor: 0582/Pdt.G/2017/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa sebelum pernikahan Tergugat melakukan penipuan kepada
Penggugat dengan menyembunyikan jenis kelamin Tergugat yang
sebenarnya laki-laki mengaku sebagai perempuan;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sukolilo I,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat
sebenarnya adalah seorang laki-laki yakni pada saat akan melakukan
hubungan suami istri dengan Tergugat;

Bahwa sampai saat ini belum ada pengakuan dari Tergugat bahwa dia
berjenis kelamin laki-laki;

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri
yang sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam,
dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa
perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita
sebagai suami istri;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : - telah melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 2006, karena pernikahan tersebut dilaksanakan
oleh laki-laki dengan laki-laki;

Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam gugatan perkara ini karena Turut
Tergugat adalah pihak yang telah menikahkan dan mencatat pernikahan

Penggugat dan Tergugat, sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat
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terregister pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo |, Kabupaten

Pati, Jawa Tengah,;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo
I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Nopember 2015;

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : - tanggal 25 Nopember 2015 atau Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo |, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
tidak berkekuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan
nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 7 Agustus
2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata
tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Turut
Tergugat yang mewakili Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah, H.Moh.Syihab.S.Ag.MSI tidak juga datang menghadap di

persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah pembatalan
perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini menjadi tidak layak
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Penggugat dibacakanlah gugatan
Penggugat Nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno tanggal 07 Juni 2017 yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat
menambah keterangan sebagai berikut :
~ Bahwa kepentingan Penggugat yaitu untuk membatalkan pernikahan

Penggugat yang telah dicatatkan di KUA Sukolilo |, Kabupaten Pati, Jawa

Tengah;

~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal
26 Nopmeber 2016 dengan wali hakim yang telah tercatat di KUA Sukolilo
I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

~ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat hanya semalam ;

~ Bahwa Penggugat ajukan karena Penggugat dalam pernikahan ini merasa
tertipu karena istri Penggugat (yaitu Tergugat) itu adalah berjenis kelamin
laki-laki;

~ Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh tetangga;

~ Bahwa Penggugat tidak tahu kalau Tergugat itu ternyata laki-laki;

~ Bahwa Penggugat mengetahuinya sejak malam pertama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Noto Harjono
(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor - tanggal 17-05-2012
yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelen, setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Slemat Noto Harjono dan

Sukarlina (Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Wno



Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati Nomor
94/Kua.11.18.15/PW.01/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang telah dimeterai

secukupnya dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat

kediaman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;

~

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat
bernama Sukarlina;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
tahun 2015, dan menikahnya di KUA Kecamatan Sukolilo I, saksi hadir
pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;;

Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagi wali nikah adalah hakim;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;

Bahwa Ketika menikah Penggugat berstatus duda mempunyai anak,
dan Tergugat berstatus perawan;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan membatalkan pernikahannya
dengan Tergugat sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah
tidak syah karena ternyata Tergugat adalah laki-laki;

Bahwa Sebelum menikah Penggugat mengenal Tergugat hanya 1
bulan, itupun saksi yang mengenalkan dengan Penggugat;

Bahwa Ketika itu Tergugat bertandang ke rumah temannya ketika
berada di Hongkong sebagai TKW (mbak Lintang) yang merupakan
tetangga saksi, kemudian Tergugat minta dikenalkan dengan
Penggugat, dan setelah pendekatan selama 1 bulan langsung ada
kesepakatan, kemudian melamarkan ke orangtua Tergugat dan lamaran
diterima oleh keluarga yang juga dihadiri oleh Carik setempat ;

Bahwa Pihak keluarga Tergugat tidak memberitahukan kondisi Tergugat

yang sebenarnya.
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Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi
juga sebagai saksi dari pihak Penggugat;
~ Bahwa Setelah saksi menyerahkan Penggugat kepada keluarga
Tergugat, kemudian saksi pulang, namun pada malam harinya ternyata
saksi ditelepon oleh Tergugat dan mengatakan bahwa pernikahannya
tidak syah menurut Pemuka Agama kemudian Penggugat dipulangkan;

~ Bahwa menurut Pemuka agama karena mas kawinnya kurang;

~ Bahwa setelah Penggugat dipulangkan, kemudian bercerita bahwa
sebenarnya Tergugat adalah laki-laki;

~ Bahwa dari fisik Tergugat memang kelihatan Tomboy (seperti laki-laki);

~ Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Akta Nikah sebab dibawa oleh
Tergugat semua, kemudian Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama
Sukolilo | dan diberikan Duplikat Akta Nikah;
2. Saksi Il, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat
kediaman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Di hadapan
persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya
yang pada intinya sebagai berikut:
~ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun saksi pernah
mendengar Penggugat menikah dengan orang Pati

~ Bahwa saksi diajak ke Pengadilan untuk menyaksikan membatalkan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

~ Bahwa menurut cerita, disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat
adalah tidak syah karena ternyata Tergugat adalah laki-laki.;

3. Saksi lll , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
~ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat
bernama Sukarlina;
~ Bahwa saksi mengenal Tergugat semenjak saksi sering bertandang ke
rumah tetangga/teman dan Tergugat pernah mampir ke rumah saksi;

~ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalu Tergugat ternyata laki-laki;
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~ Bahwa dari fisiknya memang Tergugat tidak mempunyai payudara,
namun suara Tergugat seperti perempuan;
~ Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat laki-laki setelah mendengar
cerita dari Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi
tersebut Penggugat membenarkan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara
ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam
pemeriksaan perkara ini, Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat
in person meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan
tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Foto copy sah Kartu
Tanda Penduduk Penggugat, ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk
Karangmojo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi
sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini
adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk
point (6) hal. 85 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama (Buku I1) yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah
Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam
proses penyelesaian perkara a quo tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini,

adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang ternyata ketika
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malam pertama baru diketahui bahwa Tergugat berjenis kelamin laki-laki, oleh
karena itu Tergugat telah melakukan penipuan terhadap Penggugat dengan
memalsukan identitas sebagai seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Buku
Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh dan telah tercatat di KUA
Kecamatan Sukolilo | Kabupaten Pati pada tanggal 26 Nopmeber 2015 telah
ternyata bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara seorang Perempuan
yang bernama (Tergugat) sebagai suami dengan seorang laki-laki yang
bernama (Penggugat) sebagai istri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat
yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang menyatakan bahwa
secara fisik luar maupun cara bersikap dan berbicara tidak menunjukkan
sebagai layaknya seorang perempuan di mana para Saksi hanya membatin
dan tidak mengatakannya kepada Penggugat demi menjaga perasaan
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil 2 (dua)
kali dengan panggilan yang sah, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan
kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan, maka berdasarkan Pasal
125 (1) HIR Tergugat telah diangggap melepaskan haknya, dan gugatan
Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat telah dengan sengaja
menipu Penggugat dan telah melanggar Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan dalam perkara a
quo, perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah
perkawinan antara dua orang yang sama-sama berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Islam menghendaki pernikahan antar lawan jenis,

laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis
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namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta
mengembangkan keturunan umat manusia dengan jalan yang bermartabat.
Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan dan
mengancam kepunahan generasi manusia. Perkawinan sesama jenis semata-
mata untuk menyalurkan kepuasan nafsu hewani. Oleh karena itu perkawinan
yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang ternyata sama-sama laki-
laki, maka perkawinan demikian harus di batalkan demi hukum karena tidak
sesuai dengan kodrat dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mendapatkan
keturunan ;
Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan
sebagai berikut :
~ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan
tercatat di KUA Kecamatan Sukolilo | Kabupaten Pati (Bukti P-2) yang
didukung pula oleh keterangan tiga orang Saksi ;

~ Bahwa berdasarkan keterangan pihak KUA Kecamatan Sukolilo |
Kabupaten Pati, persyaratan administrasi perkawinan Penggugat dan
Tergugat tidak ada yang mencurigakan ;

~ Bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ternyata
seorang laki-laki didukung pula oleh keterangan tiga orang Saksi,;

~ Bahwa saksi-saksi menyatakan yakin bahwa meski tidak melihat
seutuhnya namun dilihat dari kesehariannya sebagai tetangga, Tergugat
adalah seorang laki-laki ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat
dan Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Sukolilo | Kabupaten Pati pada
tanggal 26 Nopember 2015 adalah perkawinan yang melanggar hukum
perkawinan, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri
sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan tidak sesuai pula dengan Pasal 2 (1) Undang-undang tersebut

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Wno



bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan
perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat ini adalah
perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan karena ternyata kedua
mempelai sama-sama berjenis kelamin laki-laki meskipun hal tersebut
diketahui kemudian ;

Menimbang, bahwa semula sebelum menikah Penggugat tidak
menyangka bahwa Tergugat ternyata seorang laki-laki, oleh karenanya
meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lama
dan Penggugat merasa tertipu serta merasa salah sangka mengenai diri istri
(Tergugat), maka berdasarkan Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”, Penggugat dapat
mengajukan Pembatalan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahuinya syarat perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi setelah malam pertama Penggugat
mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, ternyata Tergugat
seorang laki-laki, bukan perempuan maka hal tersebut tidak mengurangi hak
Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan
Tergugat merupakan suatu penyimpangan seksual. Dan dalam agama Islam
hal tersebut merupakan dosa besar. Maka sudah sepantasnya prilaku Gay
Homoseksual dilarang keras. Bahkan nabi Muhammad saw. Bersabda: “Siapa
saja yang kalian temukan melakukan perbuatan umat Nabi Luth, bunuhlah

mereka baik yang mensodomi maupun yang disodomi!” (HR. lbnu Majah) ;
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Menimbang, bahwa yang melarang keras perkawinan sesama jenis ini
tidak hanya dalam agama Islam, pernikahan sesama jenis ini dilarang oleh
semua agama dan adat istiadat di seluruh dunia. Dr Muhammad M. Abu Laila,
profesor Studi Islam dan Perbandingan Agama di Universitas Al-Azhar,
mengatakan bahwa: “Tindakan (pernikahan sejenis) adalah dosa buruk yang
Allah telah larang dalam semua agama (agama samawi), bahkan dalam
kehidupan paling primitive sekalipun. Ini bertentangan dengan peraturan Allah
dan melawan hukum alam” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah di
dalam Surat An-Nisa ayat 1 sebagai berikut :
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Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” ;

Dan Surat Al Hujurat Ayat 13 sebagai berikut :
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Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”;

Menimbang, bahwa mejelis hakim perlu mengemukakan pula Sabda

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :
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Artinya : “Dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi
lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya.
(HR. Tirmidzi no. 1086) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, majelis menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah tidak sesuai dengan syari’at Islam yang tidak membenarkan perkawinan
sesama jenis dan tidak sesuai pula dengan Undang-undang Perkawinan serta
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo | Kabupaten
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Pati, Jawa Tengah pada tanggal 26 Nopember 2015 dengan Akta Nikah
Nomor -;
Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah - yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo | Kabupaten Pati Jawa Tengah
adalah tidak berkekuatan hukum;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo |
Kabupaten Pati, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar
Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M.

bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 H., oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Nur Hudayah,SH.,MH.serta Umar Faruq, S.

Ag., MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Sitatun,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;
ttd

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il
ttd ttd
Dra.Hj.Nur Hudayah,SH.,MH. Umar Farug, S. Ag., MSI.

Panitera Pengganti
ttd
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses

3. Biaya Pemanggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai
Jumlah

Sitatun,SH

: Rp 30.000,-
: Rp 60.000,-
: Rp 730.000,-
Rp 5.000,-

“Rp__6.000,-
- Rp 831.000,-

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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